
WALIKOTA TUAL 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN WALIKOTA TUAL 

NOMOR 2I TAHUN 2017 

TENTANG 

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI 

DINAS PEKER'AAN UMUM DAN PENATAAN RUAN KOTA TUAL 

Mengingat 

WALIKOTA TUAL, 

bahwa dalarm rangka memberikan panduan dan 
pedoman kinerja guna memaksimalkan peran dan 
tangging jawab dalam pelaksanaan tugas dan 
pekcrjaan serta pcmberian motivasi yang dapat 
menghasilkan kinerje yang optimal, maka perl 
disusun uraian tugas dan jabatan sccara sistematis 
dan terpadu; 

b. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 19 
Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 
tentang Organisasi Perangkat Dacrah Kota Taal, maka 
perlua uraian tugas jabatan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas organisasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagairana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual; 

I. Undang- Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahu 1957 
tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Swatantra 
Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I 
Maluku [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 1 1 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1645); 

2. UndangeUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noror 4725); 

Menimbang a 



' 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Noor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4747\; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tarbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 

7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 
Nomor 82, Tambahen Lembaran Negara Republik 

Indonesia Noror 5432\; 

8. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Noror 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintehan Daerah 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'Tahun 2015 Nomor 24, 'Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), 
dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679]; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Noror 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3887); 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahuan 22015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor 2036); 

12. Peraturan Daerah Kota Tua] Nomor 02 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangket Daerah Kota Taal (Lembaran Daerah 
Kota TA] Tahun 22016 Noror 87, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Tual Noor 7096j; 



M E M U T U S K A N  :  

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG URAIAN TUGAS 
JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI DINAS PEKERJAAN 
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TUAL. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ; 
a. Daerah Otonam yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah 

Kota Tuel. 
b. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan; 
e. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan Pemerintah olch 

Pemerintah kepada daerah otonorm dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

d. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah 
dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota 
dan/atau Desa serta Dani Pemerintah Kabupaten/Kta kepada Desa 
untuk melaksanakan tugas tertentu; 

e. Perangkat Daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang 
bertanggang jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan 

' pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Din.as Daerah, dan Lembaga Teknis Darrah; 

f. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tual; 
g. Walikota adalah Walikota Tual; 

h. S~kt~et~is DA~r~h ~dlhh Sekretaris Daer~h KGt~ Tu~al; 

i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah sesuai 
Tugas Pokok dan Fungsi; 

j. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan Tugas, 
Tanggung jawab dan Wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam rangka memimpin suatu Satuan Organsasi Negara; 

k. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan Tugas, 
Tanggung jaweb den Wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya 
berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat 
manduri. 

BAB I 

DINAS PEERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Bagian Pertara 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Tual, terdiri dari :  
a. Kepala Dinas. 



b. Sekretariat, terdiri dari 
1.Sub Bagian Perencanaan Keuangan; 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegaweian. 

c. Bidang Tata Kota, terdiri dari: 
• Seksi Perencanaan Tata Ruang Kota; 
2. 8cksi Pengendalian Tata Ruang Kota; 
3. Seksi Pertamanan 

d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari 

1.Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiran, 
2.8cksi Air Bersih; 
3. Seksi Bina Jasa Konstruksi 

e. Bidang Bina Marga, terdiri dari: 
1, Seksi Perbengunn Jalun dan Jerbetan; 
2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, 
3. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan, 

f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari: 
L. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air; 
2. Seksi Pemeliharaan Sumber Daye Air; 

3. Seksi Peningkatan Energi Sumber Daya Mineral. 
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD}; 
(3) Kelormpok Jabatan Fungsional. 

Bagien Kedua 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 3 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tual merupakan unsur 
pelaksana otonomi daerah pemerintah Kota di bidang Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang, dipimpin oleh scorang kepala dinas yang berkedudukan 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 4 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tal, merpunyai tugas 
membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dacrah di bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pelaksanaan tugas 
desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan 
Walikota. 

Pasal 5 

bntuk menyelenggarakan tugas scbagaimana diraksud pada Pasal 4, Dinas 
Pekerjaan Umurn dan Penataan Ruang renyelenggarakan fungsi. 
e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Pekerjaan 

Urur dan Penataan Ruang, 
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pclaksanaan pelayanan 

uarum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Rang berdasarkan 
Peraturan Perundang-Undangan; 



e. Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang; 

d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 

e. Pengelolaan Urusan Kesckretariatan Dinas; 
f. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di 

bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Bagian Ketiga 
KEPALA DINAS 

Pasal 6 

Uraian tugas Kepala Dinas, sebagai berikut ; 
a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pckerjaan umum dan penataan 

ruang, 

b. Merumuskan dan menyusun rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang; 

c. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi bidang pekerjaan urum dan penataan ruang sesuai ketentuan 
yang berlaku; 

d. Melakukan kcrjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi di bidang pekerjaan umum dan penataan rung 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

e. Menyelenggarakan perbinaan teknis di bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang; 

f. Membina dan mengendalikan semua kegiatan pekerjaan umum dan 
penataan ruang serta wajib menerapkan azas oordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Dinas 
Pekkerj~an Um dan penatn ruang mapun atar satuan organisasi 
dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lainnya di Daerah; 

g. Mengorganisasikan dan mengarahkan semua jabatan/eselon di 
lingkungan Dinas Pekerjaan Umuam dan Penataan Ruang dalar 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

h. Menetapkan standar dan pedoman pelaksanaan pelayanan umum 
di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan yang 
berlaku; 

i. Membina, mcngawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas 
dinas, kelompok jabatan fungisional dan unit pelaksana teknis dinas 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

j. Membina dan mengatur penyclenggaraan administrasi dan tata usaha 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

k. Membina dan memberikan petunjuk/arahan bagi pelaksanaan tugas 
bawahan serta menilai prestasi kerja bawahan sebaga bahan 

pertimbangan pcngembangan karier berdasarkan ketentuan yang 
bcrlaku, 



I. Mengevaluasi pelaksanaan semua kebijakan teknis yang telah ditetapkan 
sccara periodik dan melakukan pengukuran Indeks Kepuasan 
Masyarakat; 

m. Menyusun rencana kinerja dan laporan Akuntabilitas Kinerja dinas 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

o. Melaksanakan tugas lain di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 
sesuai ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Walikota 

Bagian Keempat 
SEKRETARIS DAN KEPALA SUB BAGIAN 

Pasa 7 

Uraian Tugas Sckretaris, sebagai berikut: 
a. Menyelenggarakan tata usaha, administrasi umum, kepegawaian, 

keuangen dan perencaaen dinas; 
b. Mengorganisasikan kegiatan sekretariat dan seluruh bidang dalam dinas; 
e. Mengatur dan mengorganisasikan penyusunan perencanaan strategis 

dinas dalam rangka penunaian tugas pokok dan fungsi dinas; 
d. Mengarur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumen yang 

diperlukan dalarm rangka pclaksanaan tugas pokok den fungsi dines; 
e. Menghimpun bahan-bahan pembinaan organisasi dan mengatur 

tatalaksana dinas; 
f. Menyelenggarakan administrasi dan perlengkapan dinas; 
g. Mengoordinasikan bahan penyusunan Perencanaan Kinerja dan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Dinas; 
h. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian, serta Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 
i. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu 

kepada Kepala Dinas; 
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepale Dinas sestai 

ketentan yang berlaku. 

Pasal 8 

(1) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan, sebagai 
berikut: 
a. Merencanakan dan menyusun rencana anggaran dan daftar 

pelaksanaan anggaran dinas; 
b. Mengattur dan mengelola administrasi keuangan dinas; 
c. Mengatur dan mengorganisasikan bendahara penerima dan 

pengeiuaran sesuai Ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 
d. Mengatur dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas; 
e. Mergatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumen 

keuangan dan perencanaan yang diperiukan dalam rangka 
pelaksnaan tagas pokok dan fungsi dinas; 



f. Mengoordinasikan pcnyiapan pertanggungiawaban pengelolaan 
keuangan dinas; 

g. Membant Sekreteris delam mengoordinasikan bahan-bahan yang 
diperlukan dalam rangka penyusunan rencana kinerja dinas; 

h. Membantu Sekretaris menyusun rencana kinerja dan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja dinas; 

i. Membantu Sekretaris dalam menyusun Rencana Strategis dinas; 
j. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala maupun 

sewaktu-waktu kepada Sekretaris Dinas; 
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai 

Ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Lreian Tugas Kepala Sub Bagien Urum dan Kepegawaian, sebagai 
berikut : 
a. Memeriksa bahan kegiatan penylesaian naskah dinas, surat 

menyurat, pcngadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang dinas, 
alat tulis kantor (ATK] serta menyediakan informasi; 

b. Melaksanakan kegiatan penyelesaian naskah dinas, surat manyurat, 
pengadaan, pemeliharaan dan invcntarisasi barang dinas, alat tulis 
kantor (ATK) serta menyediakan informasi tentang pegawai yang ada; 

c, Menyusun dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana 
rumah tangga dinas; 

d. Mengagendakan/mencatat keluar masuk surat-surat dinas; 
e. Melaksanakan kegiatan kchumasan dan protokol; 
f. Mendistribusikan Surat Dinas ke Bidang-bidang dan atau ke Instansi 

lain; 
g. Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanaan 

kegiatan bidang ketatausahan kepegawaian dan sarana kerja dinas; 
h. Membantu Sekrctaris dalam menyelenggarakan administrasi 

Kepegawaian dinas meliputi pengusulan kepengkatan, kenaikan gaji 
berkala, perindahan, cuti, pemberhentian dan pensiun, penyusunan 
daftar urut kepangkatan, bczeting pegawai; 

i. Mengatur dan mengeiolah penyedia informasi dan dokumen 
kepegawaian yang diperlukan dalam rangka pelasanaan tugas poko 
dan fungsi dinas; 

j. Menyusun dan mengarsipkan data pegawai pada file khusus 
kepegawaian; 

k. Merbuat rekapitulasi dan laporan absensi pegawai pertriwulan 
kepada sekretaris dinas; 

L. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian; 
m. Mengatur dan mengelolah penyediaan informasi dan dokumcn 

kepegawaian yang diperhkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi dinas; 

n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara 
lisan mapun tertubis. 



Bagian Kclima 
BIDANG TATA OTA 

Pasal 9 

Uraian Tugas Kpala Bidang Tata Kota, sebagai berikut ; 
a. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Tata Kota; 
b. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Tata Kota; 
c. Melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Tata 

Kota; 
d. Melaksanakan koordinasi an erjasama dengan LembAga an Instasi 

lain di Bidang Tata Kota; 
e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang tata kota; 
f. Melaksanakan evalasi dan pelaporan pelaksanaan tgas; 
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sestat 

tugas dan fungsinya 

Pasal 10 

a. Uraian Tugas Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Kota, sebagai 
berikut: 
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencane dan pelaksanaan program 

dan petunjuk teknis Seksi Perencanaan Tata Ruang Kota; 
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi terkait pada Seksi Perencanaan Ruang Kota; 
c. Melaksanakan pendataan, pengukuran dan pemetaan rang kota 

dalam rangka penyusunan rencana detail dan rencana tcrinci ruang 
kota; 

d. Menyiapkan dan menyusun rencana detail kota dan rencana terinci 
ruang kota; 

e. Memberikan advis planning (Fatwa Planologi); 
f. Menunjuk Garis Sempadan Bangunan (0SB); 
g. Membuat peta situasi di atas mane bangunan akan didirikan; 
h. Membuat dan mengajukan pra rancangan peraturan daerah yang 

berhubungan dengan tata kota; 
i. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata 

Kota sesuai tugas dan fungsinya; 

k. Membantu kepala bidang tata kota menyusun rencana penataan dan 
pengembangan tata ruang kota. 

(2) Uraian Tugas Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang Kota, scbaga 
berikut 
a. Menyiapkan bahan penyusunan renana dan pelaksanaan program 

dan petunjuk tekmis Scksi Pengendalian Tata Ruang Kota; 
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan iembaga dan 

instansi terkait pada Seksi Pengendalian Tata Ruang Kota; 
¢. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan 

relalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif 
dan disinsentif, serta pengenaan sanksi sebagti upaya mewujudken 
tertib tata ruang; 



d. Melaksanakan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang 
dilakukan berdasarkan pada skala perencanaan, yaitu Rencana 
Struktur dan Pola Ruang, encana Blok Peruntukan, Rencana Tepa 

Kawasan dan Rencana Perpetakan yang menjadi pedoman proses 
perizinan pemanfaatan ruang; 

e. Melaksanakan penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman 
pengendalian permanfaatan rueng kota; 

f. Mele.ksanakan pengawasan Garis Sempadan Bangunan (0SB); 

g. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota dan 
kawasan strategis kota; 

h. Melakukan koordinasi 
pemanfaatan ruang yang 
Kote (RTRWK); 

i. Melakukan koordinasi dalam pembatalan izin pemanfaatan ruang 
yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kot (RTRWK); 

j. Melakukan pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan 
pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kota; 

k. Melaksanakan indentifikasi bangunan yang tidak sesuti dengen 
Rencana Detail Tata Ruang Kota [RDTRK], Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota (RTRW); 

L. Menyiapkan kegiatan penelitian dan analisa terjadinya pclanggaran 
atag penyimpangan terhadap RRencana Detail Tata Ruang Kata 
(RDTRK), Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW]; 

m. Melaksanakan monitoring dan pengendalian bangunan sesuai dengan 
Rencana Detail Tata Ruang KOta {RDTRK), Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW), dan Rencana Tata Bangunan den Lingunga [RTBLJ; 

n. Menyiapkan bahan penyusunan dan evalasi Ren&ana Tata Bangunan 
dan Linguangan {RTBL); 

o. Meneliti permohonan dan menyiapkan bahan rekomendasi perizinan 
IM yang scsuai dengan peraturan yang ada; 

p. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi Pengendalian 
Tata Ruang Kota; 

• Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksana tugas; 
r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala bidang a1a 

kota sesuai tugas dan fungsunya. 

(3) UA[ah Tugas Kcpala Seksi Pertamanan, sebagai berikut: 
a. feruse remcarea kegsiarar «bid'barge tagar.ya bwerd.evsausrkaum renear.a 

lam Rebruha aaeakk eriarge keelhrcaeras pelaskksre.ea tag 
d~ass ses.as~ die qga lee.tetam peerarturaa per.adage ad agaro wag 

lbcHl;; 

b. Aelaswarralkaat puree~ibbittaer dee nemeerdtaka, ttanorner artake 
liegeen toga tteumaemu dher pengijpauera lortas, 

e. IMetksseradksa.a gensedieras bib.tr tararaer baegii Re battuateer mars.aura.lat 
dla lure vprasra peening#rawsao genglrijeuwaant, 

d. A[elakakkaer pea rattans dee pemellleraam tiaraum partuag, nroraen, 

btempat per±ibitaum,, ttasen, jade hijr serta tamart peg±hijauan 

hajeya; 

dalam pcmberian rekomendasi izin 

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 



e. Men gar±blearu (arcaernaurn ucatk kegellaar taurreer d'bur pen gbi jar yang 

el ilblkua.learn alert'h dinars 
t a«teat pr""" pram tare mar at 

pperller.gkazurn Tarrear segerrtii Fara.mg, Tagg. dtear i.arout. 
g. Mela.sweemadarv pngbijou.aer ko tta, jlnr Bijen dun all rrass surmgait 
h. Mengsad akkarr gelirstariare sariae per~rmdngom rill nilai bud'ii daa.a 

ta.reascaaer lkltruocsman trance taraec dtar gerglr~jet.am, 
i. Melaikkkr pengravean fie peeriettib eaflag pea a1er 

ta naman seeseaii dbrgor kkeretuae dbn peraturaum yarn ge berllkka, 

j. Merged'war. kaondlas.i dirge instarrsii lair gauge berlatau demngan 
nasalbl e pemgrijar lgkeg, 

k. Melisaraks pemhangar taoar dta perawatas,, pemingkatar 
es.aama dlaen. grrarsaraena rerlkeerasii ala ollell rage wag dilkeloll olehr 
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Bagian Keenam 
BIDANG CIPTA KARYA 

Pasal 1 

Uraian Tugas Kepala Bidang Cipta Karya, scbagai berikut: 
a. Menyusun program penataan dan pengendalian pembangunan gedung 

sarana prasarans dasar lingkungan permukiman; 
b. Melaksanakan program pembangunan, peningkatan, dan pemcliharaan 

terhadap sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiran; 
c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan 

pemeliharaan terhadap program keciptakaryaan; 
d. Merumuskan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan dan penetapan 

standar sumber daya air; 
e. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah 

sungar; 
f. Menyediakan dukungan/ bantuan untuk pengelolaan sumber daya air 

permukiran, pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 
dan drainase beserta bangunan-bangunan pelengkapnya; 



g. Membentuk wadah koordinasi sumber daya air dan membentu.k komisi 
n1gas, 

h. Menetapkan den memberi izin etas penyediean, peruntukan, penggunaan 
dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dan 
pengusahaan air tanah; 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal 12 

(1) Uraian Tugas Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman, scbagai 
berikut. 

a. Menyusun rencana Seksi Penyehatan Lingkungan permukiman sesuai 
dengan rencana kerja Dinas; 

b. Menyiapkan bahan kebutuhan untuk kegiatan operasional 
penyehatan lingkungan permukiman; 

c. Melaksanakan pembinaan dan peagawasan kegiatan operasional 
pemanfaatan penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan 
sister jaringan drainase skala kawasan dan skala kota schingga tida.k 
terjadi gcnangan (lebih dari 30 cm selama 2 {dua} jar dan tidak lebih 
dari 2 {dua) kali setahun; 

d. Melaksanakan invent~rissi data tntuk persiapan baha pcembin~an 
pengawasan dan pengendalian penyehatan lingkungan permukiman; 

e. Mengumpulkan dan menyusun data untuk rencana penyehatan 
lingkungan permukiman; 

f. Mengumpulkan dan menyusun data 
operasional, pemeliharaan sistem 
permukiman; 

g. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan pengelolaan sistem 
penyehatan lingkungan permukiran, 

h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan operasional pemanfaatan 
dan penggunaan penyehatan hingkungan permukiman; 

i. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengendalian 
penyehatan lingkungan permukiran; 

j. Melaksanakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penyehatan 
lingkungan permukiman; 

k. Melaksanakan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran 
terhadap penyelenggaraan penyehatan lingkungan permukiman; 

L. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional 
pemanfaatan air bersih, air limbah, sanitasi dan persampahan; 

m. Melaksanakan inventarisasi data untuk persiapan bahan pembinaan 
pengawasan dan pengendalian air bersih, air limbah, sanitasi dan 
persampahan; 

n. Mengumpulkan dan menyusun data untuk penyelenggaraan 
operasional dan pemeliharaan sistem air bersih, air limbah, sanitasi 
dan persarpahan; 

o. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan operasional pemanfaatan 
dan pengguna air bersih, air limbah, sanitasi dan persarpahan, 

p. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengendalian air 
bersih, air Eimbah, sanitasi dan persampahen; 

untuk penyelenggaraan 
penyehatan lingkungan 



q. Mela.ksanakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan air bersih, 
air limbah, sanitasi dan persampahar; 

r Memberi iin penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Mimum (SPAM), 
air Limbah, sanitasi dan persampahan dan menfasilitasi pemenuhan 
kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM, air 
limbah, sanitasi dan persampahan; melaksanakan bantuan tcknis 
kepada instansi pemegang anggaran terhadap pcnyelenggaraan air 
bersih, air limbah, sanitasi dan persampahan; 

g. Melaksanakan perencanaan evaluasi dan pengawasan air bersih, air 
imbah, sanitasi dan persampahan; 

t. Menyusun rencana survey dan pemetaan mengenai perkembangan air 
bersih, air limbah, sanitasi dan persampahan; 

u. Menghimpun, mengolah dan merekomendasian data beserta 
informasi tentang pengembangan air bersih, air limbah, sanitasi dan 
persampahan; 

v. Melaksanakan survey dan mengolah hasil survey air bersih, air 

limbah, sanitasi dan persampahan; 
w. Melaksanakan perencanaan pengembangan sistem sarana dan 

prasarana air bersih, air limbah, sanitasi dan persampahan; 
x. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan 

rencana air bersih, air limbah, sanitasi dan persampahan; 
y Melaksanakan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran 

dalam penyelenggarakan perencanaan pengawasan dan pengendalian 
maupun bimbingan teknis pembangunan air bersih, air Limbah, 
sanitasi dan persampahen; pemerintah atat milk pihak lain; 

• Melaksanakan penilaian, pengawasan dan pengendalian terhadap 

pelaksanaan kegiatan sarana air bersih; 
aa. Mengkoardinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

sealing mendukung; 
bb. Menilai hasl kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 
cc. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 
dd. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan. 

(2) Uraian Tugas Kepala Seksi Air Bersih, sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana Seksi sesuai dengan rencana kerja Dinas; 
• Menyiapkan bahan kebutuhan untuk kegiatan operasional penycdiaan 

air minum; 
c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional 

pemanfaatan air bersih; 
d. Melaksanakan inventarisasi data untuak persiapan Dahan pembinaan 

pengawasan dan pengendalian; 
e. Menyusun rencana survey dan pemetaan mncngenai perkembangan air 

bersih; 
f. Menghirpun, mengolah dan merekomendasikan data beserta 

informasi tentang pengerbangan air bersih; 



g. Melaksanakan survey dan mengolah hasil survey air bersih; 
h. Melaksanakan perencanaan pengembangan sister sarana dan 

prasarana er bersih; 
i. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan 

rcncana air bersih; 
j. Melaksanakan bantuan teknis kepada instansi peregang anggaran 

dalam penyelenggarakan perencanaan pengawasan dan pcngendalian 
maupun bimbingan tekris pembangunan sir bersih pemerintah atat 

milik pihak lain; 
k. Melaksanakan penilaian, pengawasan dan pengendalian terhadap 

pelaksanaan kegiatan sarana air bersih, 
I. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang bak dan 

saling mendukung; 
m. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 
n. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 
o. Melaporkan hasii pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan 

(3) Uraian Tugas Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi, scbagai berikut : 
a. Menyusun program perencanaan teknis kegiatan bina jasa konstruksi, 
b. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan bina jasa konstruksi; 
c. Mengatur kegiatan kegiatan bina jasa konstruksi; 
d. Melaksanakan bimbingan teknis kcgiatan bina jasa konstruksi; 
e. Mengevaluasi program kegiatan bina jasa konstrusi; 
f. Melaksanakan kegiatan tanggap darurat di bidang bina jasa 

konstruksi; 
g. Melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas; 
h. Menysun dan merencanakan pelaksanaan perencanaan kegiatan 

pengaturan jasa Konstrksi; 
i. Melaksanakan program pelaksanaan kegiatan pengaturan jasa 

konstruksi; 
j. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pengaturan jasa 

Konstruksi; 
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibcrikan kepala bidang; 
I. Mclakukan monitoring pelaksanakan pengendalian mutu jasa 

konstruksi; 

m. Menyusun dan merencanakan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 
jasa Konstruksi; 

n. Melaksanakan program pelaksanaan kegiatan pemberdayaan jasa 
Konstruksi; 

o. Melakukan pemberian bimbingen teknis pelaksenaan terhadap 
kegiatan pengaturan jasa Konstruksi, 

p. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi; 
q. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang. 



Bagian Ketujub 
BIDANG BINA MARGA 

Pesa] 13 

Uraian Tugas Kepala Bidang Bina Marga, sebagai berikut: 
a. Merencanakan operasional program sesuai rencana strategis dan arahan 

pimpinan daerah agar berjalan sinkron dengan program yang lain; 
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggungiawab masing-masing, 
c, Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sesuai kewenangan 

mnasing-masing agar bertanggungiawab tcrhadap terlaksananya tugas 
pokok dan fungsi; 

d. Menyelia pelaksanaan program kebinamargaan meliputi; pembangunan, 
perawatan dan perbaikan jalan, jembatan, trotoar dan sarana pendukung 
jalan lainnya agar dapat berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku; 

e. Melaksanakan program kebinamargaan meliputi: pembangunan, 
perawatan dan perbaikan jalan, jembatan, trotoar dan sarana pendukung 
jalan lainnya sesuai jadwal yang ditentukan agar berjalan tertib dan 
ancar; 

f. Melaksanakan pemantauan program kebinamargaan meliputi 
pembangnan, perawatan dan perbaikan jalan, jembatan, trotoar dan 
sarana pendukung jalan lainnya secara scksama agar senantiasa 
berjalan scsuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

g. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kinerja masing-masing bawahan 
sebagai bahan masukan untuk perbatkan secora berkesinambungan; 

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sccara lisan mapun tertulis 
kepada atasan untuk memberi gambaran keberhasilan dan atau 
kekurangan dalam rangka pertanggungiawaban 

Pasal 14 

(I) Uraian Tugas Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, sebagai 
berikut: 
a. Merencanakan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta 

kelengkapannya berdasarkan rencana operasional dan arahan 
pimpinan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 
tanggungiawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. Membimbing pelaksanaan tugas bewnhan setiap saat sesuai pedoman 
yang berlaku agar berjalan tertib dan lancar; 

d. Memeriksa bahan pembangunan prasarana jalan seksama guna 
menghindari kekeliruan dalam pelaksanaannya; 

e. Melaksanakan kegiatan pembangunan Jalan dan Jembatan serta 
pelengkap jalan sesuei jadwal dan prosedur kerja yang telah 
ditetapkan agar dapat mencapai target dan hasil yang telah 
ditentukan; 



f. Mengevaluasi kinerja bawahan dan pelaksanaan kegiatan sebagai cara 
untuk mengetahui kekurangan dan penyusunan pola perbaikan ke 

depan; 
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sccara lisan maupun tertulis 

untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang 
h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya 

(2) Uraian Tugas Kepala Seksi Pemelihaaan Jalan dan Jembatan, sebagai 
berikut 
a. Merencanakan kegiatan pemelihaaan jelan dan jembatan serta 

kelengkapannya berdasarkan rencana operasional dan arahan 
pimpinan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tgas dan 
tanggogiawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sestat pedoman 
yang berlakcu agar berjalan tertib dan lancar; 

d. Memeriksa bahan pembangunan prasarana jalan dan Jembatan 
scksama guna menghindari kekeliruan dalam pclaksanaannya; 

e. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan serta 
pelengkap jalan sesuai jadwal dan prosedur kerja yang telah 
ditetapkan agar dapat mencapai target dan hasil yang telah 
ditentukan; 

f. Mengcvaluasi kinerja bawahan dan pelaksanaan kegiatan sebagai cara 
untuk mengetahtui kekurangan dan penyusunan pola perbaikan ke 
depan; 

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis 
untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang. 

(3) Uraian Tuagas Kepala Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan, sebagai 
berikut; 
a. Merencanakan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan serta 

kelengkapannya berdasarkan rencana operasional dan arahan 
pimpinan serta ketentuan yang berlaku scbagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. Mcmbagi tgas kcpada bawahan sesuai dengan tugas dan 
tangguangjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sctiap saat sesuui pedomn 
yang berlaku agar berjalan tertib dan lancar; 

d. Memeriksa bahan pcmbangunan prasarana jalan seksama guna 
menghindari kekeliruan dalam pelaksanaannya; 

e, Melaksanakan kegiatan Peningkatan Jalan dan embatan serta 

pelengkap jalan scsuei jadwel dan prosedur kerje yang tclah 
ditetapkan agar dapat mencapai target dan hasil yang telah 
ditentukan; 

f. Mengevaluasi kinerja bawahan dan pelaksanaan kegiatan sebagai cara 
untuk mengetahui kekurangan dan penyusunan pola perbaikan 
ke depan; 



g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertuhis 

untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang. 

Bagian Ketujuh 
BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

Pasal 15 

Uraian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, sebagai 

berikut: 
s. Menyusun dan menyiapkan rencana kegiatan penyediaan, pengelolaan 

dan pengembangan sumber daya air serta pedoman pelaksanaannya; 
b. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pengolahan dan 

pcngembangan sumber daya eir; 
e. Merurmuskan dan menyiapkan standar pengolahan sumber daya air; 
d. Merencanakan dan menyiapkan dukungan/ bantuan pengolahan dan 

pengembangan sumber daya air, jaringan irigasi dan drainase beserta 
bangunan perlengkapannya sesuai Ketentuan pcrundang-undangan yang 
berlaku; 

e. Menyelenggarakan pembangunan, peningkatan dan perbaikan jaringan 
irigasi beserta banguanan dan perlengkapannya; 

f. Meneliti data non tekrik pembangunan sarana dan prasarana fisik, 
mncngoreksi gambar rencana/desaign, perhitungan biaya dan spesifikasi 
sesuaj Ketentuan perundeng-undangan yang berlaku; 

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan program pengembangan 
sumber daya air dengan program instansi terkait agar diperoleh 
keterpaduan pelaksanaan program; 

h. Meneliti dan menetapkan penmohonan iin pengerbangan sumber daya 
air sestai Ketentuan peruandang- undangan yang berlak; 

i. Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan/ penyiapan 
dukungan/bantuan pengelolaan sumber daya air permukaan, 
pelaksanaan eksplorasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase 
sesuai Ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

j. Meneliti dokumen teknis pengendahian dan pengamanan sungai, rawa, 
pantai, danau sesuai Ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sungai, rawa, 
pantai, danau dengan melakukan peningkatan mutu dan volume fisik 
sesuai Ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

I, Merencanakan pelaksanaan dan pengawasan tentang bahaye banjir serta 

abrasi pantai; 
m. Merencanakan pembangunan dan pengelolaan air beku; 
n. Menginventarisir data daerah aliran sungai yang terletak pada daerah 

produksi pertanian dan industri untuk kebutuhan rencana 
pengembangan sumber daye air; 

o. Merbina dan mengawasi staf bawahannya; 
p. Melaksanakan tugas kedinasan; 
q. Melaporkan basil pelaksanaan tugas secara berkala maupun 

sewakt-waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; 

r. Melaksanaksan tuagas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

Ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 



Pasal 16 

(1) Uraian Tugas Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Air, sebagai 
berikut : 
a. Menyusu dan 

pengelolaan dan 
pelaksanaannya; 

b. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitas pengolahan sumber daya 
ar; 

c. Membantu kepala bidang mcrumuskan dan menyiapkan standar 
pengolahan sumber daya air; 

d. Merencanakan dan menyiapkan dukungan/ bantuan pengolahan dan 
pengembangan sumber daya air, pelaksanaan ekspiorasi jaringan 
irigasi beserta bangunan perlengkapannya sesuai Ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku; 

e. Menyelenggarakan pembangunan jaringan irigasi beserta bangunan 
den perilengkapannya, 

f. Meneliti data non teknik pembangunan sarana dan prasarana fisik, 
mengoreksi gambar rencana/desain, perhitungan biaya dan 
spesifikasi sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku; 

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan program pembangunan 
surber daya air dengan program instansi terkait agar diperoleh 
keterpaduan pelasanaan program; 

h. Meneliti permohonan izin pengembangan sumber daya air sesuai 
Ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

i. Meneliti dokumen teknis pengendalian dan pengamanan sungai, rawa, 
pantai, danau sesuai Ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

j. Menginventarisir data daerah aliran sungai yang terletak pada dacrah 
produksi pertanian dan industri untuk kebutuhan rencans 
pengembangan sumber daya air; 

k. Membina dan mengawasi staf bawahannya; 
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun 

sewaktu-waktu kepada Kepala Bidang; 
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang scsuai 

Ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian Tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Surber Daya Air, sebagai 

berikut: 
a. Mengumnpulkan bahan dan detn penelitian pemanfaetan air 

permukaan, air tanah dan sumber daya air lainnya; 
b. Melaksanakan pengawasan kualitas air, pemeliharaan sarana 

pengembangan sumber daya air; 

• Meneliti dokumen teknik petunjuk operasi dan pemeliharaan irigasi 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

d. Melakukan pemeliharaan irigasi dengan meneliti mutu, volume, dan 
fisik sesuai Ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

e. Melakukan pemantauan dan pengawasan dalam rangke pemeliharaan 
sungai, rawa, pant~i, danau sesudi Ketenttan perundang-undangan 
yang berlaku; 

menyiapkan rencana kegiatan penyediaan, 
pembangnan sumber daya air serta pedoman 



f. Menginventarisir data bangunan sarana dan prasarana untuk 
pelaksanaan rehabilitasi dan pengembangannya; 

g. Mengevaluasi kegiatan operasi dan pemcliharaan sesuai Ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku; 

h. Membia dan mengawasi staf bawahannya; 

i. Melaksanakan tugas kedinasan; 

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun 
sewaktu-waktu kepada Kepala Bidang; 

(3] Uraian Tugas Kepala Seksi Peningkatan Energi Sumber Daya Mineral, 
sebagai berikut : 
a. Menyiapkan dan merumuskan regulasi di bidang energi den 

sumberdaya mineral; 
b. Merencanakan operasional kegiatan berdasarkan tugas pokok dan 

fungsi pada seksi energi dan sumberdaya mineral dengan kegiatan 
diantaranya pada bidang energi baru terbarukan, minyak dan gas 
bumi, sumberdaya geologi, air tanah dan sumberdaya mineral; 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggng 
jawab agar dapat berjalan tertib dan lancar; 

d. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada bawahan 
susui tugas dan tanggung jawab agar berjalan tertib dan lancar; 

e. Menyclenggarakan kegiatan pemetaan wilayah Pertambangan, Wilayah 
Geologi, Wilayah Elektrifkasi, Wilayah Potensi Minyak dan Gas 
Bumi; 

f. Melaksanakan tugas perckomendasian, perizinan, pengawasan dan 
cvalasi di bidang mineral logam dan non logam, air tanah, minyak 
dan gas bumi sesuai tingkatan kewenangan yang dimiliki; 

g. Melaksanakan pengembangan penggunaan sumberdaya alam yang 
mnendatangkan kesejahtcraan masyarakat melalui penerimaan daerah; 

h. Melaksanakan Tugas Pengawasan kegiatan penambangan mineral, 
kerawanan bencana geologi, ekploitasi sumberdaya air, distribusi hilir 
minya.k dan gas bumi, pelayanan ketenagalistrikan, pelayanan lampu 
pencrangan jalan umum serta pemanfaatan energi baru terbarukan; 

i. Melakrukan koordinasi dengan instansi dan pibak-pihak terkait 
tentang pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi yang 
dimiliki; 

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diperbaiki dan 
ditingkatkan sehingga memperoleh hasil yang optimal; 

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kcpada pimpinan; 

L. Melasanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan 



BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 

(I Penjabaran Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas akan 

ditetapkan dengan Kcputusan Walikota. 
(2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka khusus Pasal 80 

sampai dengan Pasal 94 Peraturan Walikota Tual Nomor 42 
Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Organisasi 
Dinas Kota Tual dinyatakan tidak berlaku lagi. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kKota Tual. 

Ditetapkan di Tual 

6Januani 2017 

• 
• ' 

Diundangkan di Tual 

Pada tanggal 05 Januari 2017 

+ SEKRIIT( ARIS DAERAH, KOTA TUAL I ; \ ) 
\ .  

BASRPQDL 

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR 24l 


